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PRESIDEM
REPLUBLIK INDORESIA

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No. ..... TAHUN 2003

TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
dan rnerupakan salah satu elemen penting dalam negara demokrasi untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan akuntabel yang
harus dilaksanakan dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya,
ekonomi, politik dan pertahanan keamanan serta menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang DasarTahun 1945;

bahwa penyelenggaraan kebebasan memperoleh informasi harus
diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik terhadap
proses pengambilan kebijakan oleh penyelenggara negara, pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara, maupun terhadap proses
pembangunan nasional secara keseluruhan;

bahwa penyampaian Informasi Publik kepada masyarakat harus mampu
mendidik masyarakat untuk dapat mengambil manfaat yang sebesar-
besarnya dalam segala aspek kehidupan masyarakat atas setiap informasi
yang tersedia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, ¢, dan d maka perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik:

Pasal 5 ayat (1), 20 ,21 dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);



Dengan persetujuan bersama
DEWAN PER WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.

Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan,
fakta-fakta, dan atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau
melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram,
peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain
yang dapat ditampilkan.

Informasi Publik adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk elektronik atau
non-elektronik yang dikuasai oleh Badan Publik dan berkaitan dengan aktivitas
penyelenggaraan negara dan atau pelayanan publik.

Badan Publik adalah badan-badan yang memberikan pelayanan Informasi Publik berdasarkan
undang-undang, yang meliputi Badan pemerintah dan Badan non-pemerintah.

Badan pemerintah adalah badan-badan eksekutif, legislatif dan judikatif, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara yang memperoleh pendanaan dan anggaran negara (baik dari APBN
atau APBD), termasuk juga Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Hukum Milik Negara.

Badan non-pemerintah adalah organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, institusi
penelitian, badan usaha swasta dan badan-badan hukum lainnya yang menjalankan kegiatan
berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan atau pemberian konsesi dan badan-badan
penyelenggara negara, atau badan-badan yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi.

Pengguna Informasi adalah orang yang mendapatkan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.

Orang adalah orang perorangan atau ketompok orang atau badan hukum.



BAB Il

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik adalah bersifat terbuka, kecuali yang dinyatakan sebaliknya dalam
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undang-undang ini.

Informasi Publik yang dikecualikan dan akses Pengguna Informasi berdasarkan Undang--
undang ini pada dasarnya bersifat ketat dan terbatas.

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada
pertimbangan bahwa demi kepentingan publik lebih baik menutup suatu Informasi Publik dari
pada membukanya.

Pasal 3

Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh Informasi Publik dengan prosedur yang etektif,
efisien, dan dengan biaya yang Wajar.

Pasal 4

Undang-undang ini bertujuan untuk :

a.

(€]

menjamin hak setiap orang dan Badan Publik untuk dapat rnengakses Informasi Publik dalam

rangka:

1. mendorong peningkatan kecerdasan masyarakat, kualitas kehidupan sosial dan
kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan Informasi Publik;

2.  mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

3. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional serta dalam
akilvitas penyelenggaraan negara

menjamin adanya koordinasi aliran dan pengelolaan Informasi Publik demi peningkatan
pelayanan publik dan tata administratif yang baik untuk mendukung setiap aktivitas publik:

menjadi penyelaras bagi berbagai rencana, strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan hak memperoleh Informasi Publik; dan

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Badan Publik sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

BAB Il
PENGGUNA INFORMASI
Pasal 5

Setiap Pengguna Informasi berhak untuk meminta keterangan ketersediaan dan atau meminta
Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik.
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Dalam mengajukan permintaan atas Informasi Publik, Pengguna Informasi tidak diwajibkan
menyertakan alasan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini:

Pengguna Informasi wajib mengajukan permintaan atas suatu Informasi Publik secara jelas
dan deskriptif.

Pasal 6
Pengguna Informasi berhak untuk menyebarluaskan Informasi Publik.

Informasi Publik yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemanfaatan informasi Publik oleh Pengguna Informasi tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan,
ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BADAN PUBLIK

Pasal 8

Badan Publik wajib memberikan Informasi Publik yang dikuasainya kepada Pengguna Informasi
melalui tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 9
Informasi Publik yang wajib diberikan oleh Badan pemerintah selain badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara mencakup semua informasi
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak berlaku bagi informasi yang dikecualikan
berdasarkan undang-undang.

Pasal 10

informasi Publik yang wajib diberikan oleh Badan non-pemerintah dan Badan pemerintah yang
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara

meliputi :
a. inforrnasi tentang aktivitas pelayanan publik;
b. informasi yang terkait dengar. aktivitas yang dapat merugikan keamanan, keselamatan,
kesehatan manusia, dan lingkungan hidup;
C. informasi tentang pelaksanaan kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan atau
pemberian konsesi dan Badan Publik pemerintah;
d. informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dihimpun dari masyarakat;



e. informasl-informasi lainnya yang diwajibkan untuk dibuka berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penjelasan:

(e) Informasi-informasi lainnya antara lain laporan neraca laba-rugi, informasi komposisi
produk obat dan makanan, informasi batas kadaluarsa obat dan makanan.

Pasal 11

Badan Publik memiliki hak untuk menolak suatu permintaan Informasi Publik dalam hal:

a. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau terdokumentasi oleh Badan Publik;

b. Informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. permintaan atas suatu Informasi Publik tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam
undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Setiap Badan Publik wajib mendokumentasikan dan menyediakan layanan Informasi Publik yang
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang.

Penjelasan:

Kegiatan pendokumentasian meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan
informasi.

Pasal 13

Tata cara pendokumentasian informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12
dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
Standar teknis sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagai panduan bagi Badan
Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik diatur lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah.

Pasal 15

Kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disesuaikan dengan ketersediaan
sumber daya tiap-tiap Badan Publik.

Penjelasan:

Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja pelayanan informasi berdasarkan
Undang-undang ini.
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Pasal 16

Untuk menilai kinerja pelayanan informasi oleh Badan Publik, setiap Badan Publik wajib
mendokumentasikan hal-hal mengenai:

a.

jenis Informasi Publik yang diminta:

jumlah permintaan informasi yang diterima;

jumlah perrnintaan inlormasi yang telah terlayani;

waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi permintaan informasi;

jurnlah permintaan informasi yang ditolak disertai dengan alasan penolakannya;

jumlah keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Pengguna Informasi disertai dengan
hasil dari tiap-tiap keberatan dan gugatan serta alasan yang menjadi dasar dan putusan
atas banding;

daftar lengkap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penolakan
permintaan informasi oleh Badan Publik serta rincian yang jelas tentang lingkup dan

Informasi Publik yang terkait;

jumlah permintaan Informasi Publik yang masih tertunda penyelesainnya oleh Badan Publik
terkait yang terjadi pada tahun yang dilaporkan;

Jumlah biaya keseluruhan yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Publik untuk memproses
permintaan atas Informasi Publik yang berbeda-beda; dan

Jumlah pegawai yang ditugaskan oleh Badan Publik secara penuh untuk memproses
permintaan Informasi Publik dan total biaya yang dikeluarkan oleh Badan Publik untuk
memproses permintaan Informasi Publik tersebut.

Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada menteri apabila
diperlukan.

Dokumentasi kinerja pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka
untuk umum.

BAB V

INFORMASI PUBLIK

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib memberikan informasi Publik kepada masyarakat secara berkala,
sekalipun tanpa adanya permintaan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ayat
(1), meliputi:

a.

informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; dan



b. informasi mengenai kegiatan Badan Publik terkait.

(3) Informasi yang berkaitan dengan kegiatan Badan Publik disebarluaskan paling lama 6 (enam)
bulan sekali.

(4) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara-cara
yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkau serta mendapatkannya.

Penjelasan:
Ayat (2)(a) :

Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik antara lain adalah nama, tugas pokok dan fungsi serta
struktur organisasi Badan Publik.

Ayat (2)(b) :

Informasi mengenai, kegiatan Badan Publik antara lain mencakup ruang lingkup akfivitas Badan
Publik serta pendekatan yang diambil dalam; menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi-fungsinya;
prosedur layanan publik yang diberikan oleh Badan Publik yang terkait dengan fungsi dan tugas
Badan Publik tersebut termasuk deskripsi tenfang formulir-formulir pendukung, kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan oleh Badan Publik serta interpretasi dan kebijakan yang dipraktekan oleh Badan
Publik

Pasal 18

1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara cepat dan
mudah terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penjelasan:
Ayat (1):

Informasi yang dimaksud pada Pasal ini misalnya informasi mengenai bocornya limbah B3, bocomya
reactor nuklir, banjir besar, dll.

Ayat (2):

Cara-cara yang diketahui oleh masyarakat luas misalnya melalui siaran di media elektronik dan
media cetak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang terkait. Untuk
wilayah yang belum terjangkau oleh media masa maka cara-cara yang berkembang di wilayah
tersebut wajib didayagunakan. Bahasa yang mudah dipahami disesuaikan; dengan wilayah
penyebarluasan informasi.

Pasal 19



(1) Badan Publik wajib rnenyediakan Informasi Publik untuk dapat diperoleh masyarakat setiap
saat yang memuat antara lain:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik yang masuk dalam
kriteria Informasi Publik, termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian
berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya,;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan
Publik;

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga sejauh pengungkapan perjanjian tersebut
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. informasi dan pendapat-pendapat pejabat publik yang mewakili lembaganya;

g. prosedur kerja pegawai negeri yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat;
dan

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini;

(2) Informasi yang telah dinyatakan terbuka, wajib untuk dimasukkan dalam daftar informasi yang
tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam ayat (1).

(3) Jenis-jenis Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku terhadap Badan Publlik berkewajiban terbatas kecuali ditentukan lain oleh Undang-
undang.

Penjelasan:
Ayat (1) (e)

Peraturan perundang-undangan yang melarang diungkapkannya isi suatu perjanjian adalah untuk
perjanjian yang didalamnya memuat informasi berharga yang dilindungi berdasarkan Undang--
undang Rahasia Dagang.

Ayat (3)

Perbedaan tingkat keterbukaan antara Badan Publik yang merupakan lembaga penyelenggara
eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu dibedakan dengan Badan Publik selain itu memang perlu
dibedakan karena tidak semua informasi yang dimiliki oleh Badan-Badan Publik yang terkena
kewajiban keterbukaan secara terbatas merupakan informasi bernilai publik sehingga tidak semua
informasi yang dimilikinya diwajibkan unfuk dapat diakses oleh publik agar kepentingan yang wajar
dari Badan-Badan Publik fersebut terlindungi. Dalam hal ini perlu dibedakan antara informasi yang
merupakan “public goods” dan informasi yang merupakan “private goods .



BAB VI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 20

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pengguna Informasi untuk mendapatkan
Informasi Publik, kecuali apabila dibukanya suatu informasi menimbulkan akibat-akibat yang dapat
merugikan kepentingan nasional, kepentingan publik atau kepentingan yang wajar dan seseorang,
baik yang timbul karena jenis informasi yang terkait maupun karena penempatan waktu atas
dibukanya suatu informasi

Penjelasan:

Kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan dari dibukanya suatu informasi dikarenakan jenis
dari informasi tekait, misalnya adalah informasi tentang perakitan bahan-bahan peledak atau
informasi pribadi tentang seseorang yang apabila dibuka dapat mencemarkan nama baik orang
tersebut.

Kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan dan dibukanya suatu informasi dikarenakan
penempatan waktu, misalnya informasi tentang tanggal dan waktu dilaksanakannya suatu
penggerebekan suatu tempat untuk tujuan penegakan hukum yang apabila dibuka terlalu dini justru
dapat mengakibatkan hilangnya bahan bukti atau kaburnya tersangka. Contoh lain dari masalah
penempatan waktu ini adalah informasi-informasi yang walaupun tidak termasuk dalam jenis
informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional, tetapi apabila informasi tersebut dibuka
pada masa perang justru dapat merugikan pertahanan dan ketahanan nasional.

Pasal 21

(1) Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap informasi untuk mendapatkan Informasi
Publik, kecuali apabila dengan dibuka dan disampaikannya Informasi Publik tersebut kepada
Pengguna Informasi akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:

a. merugikan proses penegakan hukum;
b. merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional,
c. merugikan hubungan internasional,

d. merugikan ketahanan ekonomi nasional,

e. mengganggu perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap
persaingan usaha tidak sehat; atau

f. melanggar kerahasiaan pribadi seseorang.

(2) termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan menurut Undang-undang ini
adalah Informasi Publik yang dilarang untuk disampaikan kepada Pengguna Informasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rincian lebih lanjut dari Informasi Publik yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan tiap-tiap Badan Publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 22

(1) Dalam hal-hal tertentu, Badan Publik dapat menahan untuk sementara waktu tidak memberikan
Informasi Publik atau memberikan akses pada Informasi Publik kepada Pengguna informasi,
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Informasi Publik tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan proses perumusan, dengan
memperhatikan kepentingan publik pada umumnya,;

b. berdasarkan pertimbangan yang rasional dan wajar, dengan disampaikan atau dibukanya
Informasi Publik tersebut akan berakibat tidak dapat dilaksanakan strategi, aktivitas atau
kebijakan yang terkait dengan Informasi Publik terkait atau tidak dapat berjalan seperti
yang diharapkan sehingga dapat merugikan keuangan pemerintah, pertahanan nasional,
atau hajat hidup orang banyak; atau

c. Badan Publik telah secara tegas dan jelas menyatakan kapan Informasi Publik tersebut
dapat disampaikan kepada Pengguna Informasi.

(2) Dalam menanggapi permintaan Informasi Publik berkaitan dengan informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan
kepada Pengguna informasi tentang batas waktu tertentu Pengguna informasi dapat mengakses
Informasi Publik tersebut.

Penjelasan:

Diluar dikecualikannya suatu Informasi Publik untuk dibuka akibat jenis atau sifatnya, perlu juga
diatur pengecualian terhadap dibukanya suatu Informasi Publik karena konteks waktu, dalam arti
perlu ditutup dari akses umum hanya untuk sementara waktu karena menyangkut suatu strategi
tertentu. Perbedaan antara ketentuan dalam Pasal ini dengan pengaturan tentang batas waktu
pengecualian pada Pasal 20 ayat (6) adalah bahwa pada Pasal ini jenis informasi yang terkait bukan
merupakan informasi yang dikecualikan, hanya saja apabila diungkapkan pada waktu yang kurang
tepaf (terlalu awal) akan menimbulkan dampak yang merugikan.

BAB VII
MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 23
Mekanisme untuk mendapatkan Informasi Publik didasarkan pada prinsip-prinsip tepat waktu
melalui proses yang sederhana.

Pasal 24
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(1) Informasi Publik dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan informasi kepada Badan
Publik baik secara tertulis maupun lisan atau memanfaatkan berbagai media Informasi Publik
yang tersedia dan telah dimanfaatkan oleh Badan Publik.

(2) Badan Publik yang memberikan Informasi Publik atas dasar permintaan Pengguna Informasi,
wajib membuat catatan atas setiap permintaan tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup
keterangan tentang Pengguna Informasi, keterangan tentang spesifikasi informasi yang
diminta, tanggal dan waktu dimana permintaan dilakukan.

(3) Standar prosedur dan mekanisme dalam mengakses Informasi Publik diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Ayat (2) Keterangan tentang Pengguna Infomasi antara lain mencakup nama, alamat, status
kewarganegaraan atau kependudukan, dan profesi atau pekerjaan Pengguna Informasi Keterangan
tentang jenis informasi yang diminta mencakup antara lain informasi apa, dalam format apa, dengan
tingkat kelengkapan kedalaman seperti apa, dan disampaikan dengan cara bagaimana. Keterangan
ini diperlukan untuk kepentingan evaluasi kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi Badan
Publik.

Pasal 25
(1) Badan Publik dapal menolak permintaan untuk menyediakan Informasi Publik dengan alasan:
a. sistem penyimpanan Informasi Publik dalam keadaan tidak berfungsi; atau

b. dokumen-dokumen yang memuat Informasi Publik dalam keadaan rusak atau hilang di
luar kemampuan

(2) Badan Publik wajib menyampaikan alasan penolakan atas permintaan informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)

Penjelasan:
Kerusakan atau hilang antara lain dikarenakan bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan pencurian.
BAB VIII
BIAYA
Pasal 26
(1) Badan Publik dapat memungut biaya atas pelayanan Informasi Publik kepada Pengguna
Informasi, dalam suatu jumlah yang wajar dan tidak memberatkan Pengguna Informasi.

(2) Biaya yang dapat dipungut oleh Badan Publik kepada Pengguna Informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. biaya untuk melakukan penggandaan terhadap Informasi Publik yang diminta;
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b. biaya royalti terhadap Informasi Publik yang mengandung hak kekayaan intelektual
pihak ketiga;

c. biaya penelusuran Informasi Publik yang diminta untuk dokumen Informasi Publik yang
tersedia di Badan Publik termaksud,;

d. Dbiaya analisis guna melakukan pengujian dan pengolahan terhadap suatu Informasi
Publik; dan atau

e. biaya pengiriman dokumen yang memuat Informasi Publik apabila Pengguna Informasi
menghendaki dokumen tersebut dikirimkan kepadanya.

(3) Penetapan mengenai pemungutan biaya pelayanan Informasi Publik oleh Badan Publik diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Ayat (3): Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ayat ini adalah bahwa
penetapan biaya layanan Badan Publik di tingkat pusat tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pendapatan negara bukan pajak, dimana penetapan tarif atas jenis layanan
disusun dan diusulkan Oleh Badan Publik kepada kepada Menteri Keuangan dan kemudian
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peratunan Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI

Pasal 27

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap peningkatan kinerja pelayanan informasi Publik

(2) Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap peningkatan kinerja pelayanan informasi
Publik melibatkan peran serta masyarakat

(3) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

BAB X
KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Pasal 28
Setiap Pengguna informasi dapat mengajukan keberatan terhadap Badan Publik dalam hal:

a. tidak disediakannya Informasi Publik yang wajib diberikan secara berkala sebagaimana diatur
pada Pasal 17, kecuali sesuai dengan Pasal 21:
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tidak ditanggapinya permintaan atau diberikannya Informasi Publik dalam jangka waktu yang
telah ditentukan dalam Peraturan yang mengatur prosedur pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik;

ditolaknya permintaan Informasi Publik atas dasar bahwa informasi yang diminta termasuk
dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21;

pemungutan biaya yang tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

pemberian informasi tidak sesuai dengan yang disanggupi oleh Badan Publik
Pasal 29

Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dapat disampaikan kepada pimpinan Badan
Publik baik secara lisan maupun tertulis.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dicatat oleh Badan Publik.
Keberatan yang diajukan kepada pimpinan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diajukan oleh Pengguna Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak saat dipenuhinya alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pimpinan Badan Publik wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pengguna Inlormasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tercatatnya pengajuan keberatan.

Pasal 30

Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak menutup
kemungkinan Pengguna Informasi dan pejabat yang melayani Informasi Publik di lingkungan Badan
Publik untuk menyelesaikan keberatan secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah
pihak.

Pasal 31

Apabila Upaya sebagaimana tersebut pada Pasal 30 tidak memberikan hasil yang dapat diterima
oleh Pengguna Informasi, maka Pengguna Informasi dapat memilih untuk memanfaatkan salah satu
dari rnekanisme sebagai berikut:

a.

b.

C.

menggunakan penyelesaian sengketa alternatlf berupa arbitrase atau mediasi;

mengajukan gugatan terhadap putusan Badan Publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara:
atau

mengajukan gugatan kepada Peradilan Umum

Pasal 32

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diajukan oleh Pengguna Informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33
Pelanggaran terhadap Pasal-Pasal 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19 dikenakan sanksi administrative sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
Sanksi administratif bagi Badan Publik berkewajiban terbatas antara lain dapat berupa pemberian:
- teguran secara tertulis
- pembekuan ijin
- penutupan usaha sementara
- Pencabutan ijin
- pengumuman pelanggaran kepada mosyarakat urnum
BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Setiap Orang yang menghancurkan, merusak, menghilangkan atau melakukan perubahan yang
berpengaruh terhadap keutuhan fisik, akurasi, validitas dan akuntabilitas suatu Informasi Publik
secara sengaja. atau secara melawan hukum diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan

atau denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah.

Pasal 35

Setiap Orang dan Pejabat Badan Publik yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak
benar atau menyesatkan, diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling rendah 1
(satu) tahun atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah.

Pasal 36
Setiap Pengguna Informasi yang menyalahgunakan informasi sehingga menimbulkan kerugian atau

diduga dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan paling rendah 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah

BAB XIl1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pelayanan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti berdasarkan Undang-undang ini
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Pasal 38

Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-undang ini, Badan Publik diberikan waktu
penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif berlakunya Undang-undang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Undang-undang ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal Tahun 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal Tahun 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR
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